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Visi BPKP dalam Rencana Strategis (Renstra)
sebelumnya (2014-2019) yaitu “Auditor Internal
Pemerintah Rl Berkelas Dunia untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelclaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional’ adalah
upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan ©
sumber daya BPKP dalam mewujudkan peran '
BPKP sebagai mitra strategis
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi (KLPK) dalam
membantu Presiden menyukseskan pembangunan serta untuk memenuhi
kewajiban BPKP dalam menyusun Rencana Strategis.

KATA PENGANTAR

Dengan dimulainya periode yang baru, tantangan baru, RFJMN yang baru,
kenormalan yang baru, tuntutan kegiatan yang semakin beragam dan juga
sebagai pelaksanaan atas amanal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencenaan Pembangunan Nasional, BPKP perlu
merumuskan rencana jangka menengah sebagal acuan langkah BPKP
selanjutnya. Rensira merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Program, Kegiatan, hingga target-target yang akan dilaksanakan BPKP dalam 5
tahun kedepan.

Visi baru BPKP untuk Peripde 2020-2024 : "Menjadi Auditor Internal
Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk
Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan
Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. merupakan
destinasi yang diharapkan dapat dicapai BPKP dalam 5 tahun kedepan dan
dengan mengikatkan Visi Presiden Republik Indonesia sebagai arah Visi BPKF
yang kompatibel,

.
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Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja BPKP
berkomitmen dalam kontribusi pencapaian Visi = Misi = Tujuan dalam Renstra
BPKP Sebagai pengarah pelaksanaan dan pengingat terhadap target kinera
yang ingin dicapai, diperlukan juga Rencana Stralegis Perwakilan BFKP
Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2020-2024 (Renstra Perwakilan) sabagai
pedoman perencanaan kegiatan kantor Perwakilan,

Penyusunan Renstra Perwakilan melibatkan seluruh bidang dan bagian dalam
strukiur kantor Perwakilan EPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Masing-masing
tim memberikan masukan terkait pembagian targei-target. kebutuhan, sasaran,
strategi, program dan kegiatan dan pembagannya dalam 5 tahun
memperhitungkan sumber daya yang dimiliki kantor perwakiian,

Semoga dokumen Rencana Strategis Perwsakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah Periode 2020-2024 dapat menjadi kerangka perencanaan lugas yang
baik yang mendukung pencapaian Visi BPKP, meningkatkan efektifitas
keuangan dan pembangunan bangsa dan bermanfast bagi seluruh
stakeholders.
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PENDAHULUAN

ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Menteri dan Kepala

Lembaga menylapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) yang
memuat visi, misi, tujuan, sirategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesual dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RPJMN).
Sebagai Lembaga Pemeriniah Non-Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) wajib menyusun Renstra BPKP Tahun 2020-2024
Renstra BPKP Tahun 2020-2024 dituangkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun
2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Renstra BPKP Tahun 2020-2024 bersifat
general sehingga unit kerja di lingkungan BPKP perlu merinci strategi BPKP ke
dalam strategi unit kefa sesuar dengan tantangan dan permasalahan di lingkup unit
kerja masing-masing.
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu uni kerja BPKP,
menyusun Renstra 2020-2024 sebagai panduan operasional pelaksanaan Renstra
BPKP di lingkup Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Surat
Edaran Sekretariat Utama Nomor SE-1524/SU/01/2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Strategis Unit Kesja Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Renstra Perwakian BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
A.  Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Perwakiian BPKF Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan
Keputusan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Nomor Bf1832/M PAN-RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang
Pembentukan 8 (delapan) Perwakilan BPKP Baru dan Peraturan Kepala BPKP

MNomeor PER-255/K/SU/2011 tanggal 15 Agusius 2011 tentang Perubahan
1



Keempat atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Sesuai dengan Peraturan

Kepala BPKP Nomaor § Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fugas dan

fungsi BPKP di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tertang Sistem Pangendalian

Intern Pemerntah mengamanatkan BPKP untuk melakukan audit lintas sektor

dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP sebagai APIP yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden berfugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut °

1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
tainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah, akuntabiltas pengeluaran
keuangan negara/dasrah seria pembangunan nasional dan/atau kegiatan
fain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai cleh anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya
yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serts akuntabilitas
pembiayaan keuangan negaradaeran.

2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan
aset negara/daerah.

3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen rigiko, pengendalian
intern dan tata kelola terhadap instansilbadan usaha/badan lainnya dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis.

4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambeat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negaraldaerah, audit
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pembenan keterangan
ahli dan upaya pencegahan korupsi.



3. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intemn
terhadap akuniabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
lainnya.

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daarah.

Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultansi penyelenggaraan
sistem pengendalian intern kepada instansi pemenntah pusat, pemerintah
daerah dan badan-badan yang di dalamnya terdapal kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.

B. Peiaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemenntah
sesual peraturan perundang-undangan.

9. Pembinaan kapabiltas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor.

10. Pembinaan dan pelayanan administras: umum di bidang ketatausahaan,

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sasuai
dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang bertangqung
jawab kepada Kepala. Kepala Perwakilan dibantu cleh seorang Kepala Bagian
Tata Usaha dan lima Koordinator Pengawasan yang membawahi bidangnya
masing-masing, yaitu:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP),

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD),

Bidang Akuntan Negara (AN),

Bidang Investigasi, dan

Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan AFIP (P3A).

Sementara itu, dalam menjalankan tugasnya Kepala Tata Usaha dibantu oleh
tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu: Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala
Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum. Struktur organisasi
dapal dilihat pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

REPALA FLITAOASIL AN

WL R
TATE LBk

1 &=

RLLLIE L L SRLA Mel e
P A AL

BOFALG U Birah
BloLmadts

4 N
ETEAL - Bk M
BRI AT
AV TN ML FRCEL A LA L AP d

Fvli 1AM
PR T PULET AUETE PRSI P

Lt TR i) [

AELATRHL ThE i
FUMEES Nsi Dmfdnn i

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah didukung oleh SDM sebanyak 83 Orang yang dirinci sebagai berikut:
Diagram 1.1. Daftar Pegawal Berdasarkan Jenis Kelamin

Paramidaan
iy

Lakd-|aki
M

Tabel 1.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumilah

1 |52 B

2 | swoiv 57

3 | Sarjana Muda/Dll| 30
Jumiah g3

Tabel 1.2. Daftar Pegawai Berdasarkan Peran

No | Jabatan Jumiah
1 | Struktural 5
| 2 | Koordingtor Pengawasan 5
3 Auditor Madya a
4 | Auditor Muda 4
& | Auditor Penyelia 1
& | Audtor Pertama 38
¥ | Auditor Pelaksana Lanjutan 2
8 | Auditor Pefaksana 18
8 | Jabatan Fungsional Tedentu Lainnya &
10 | Jabatan Fungsional Umum 4
Jurniah 53




Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Rencana GStrategis Tahun 2015-2019 pada Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan
Nomor KEP-288/PW15/1/2015 tanggal 5 November 2015 yang terakhir kali
diubah dengan KEP-20/PW15/1/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang
Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-
2018 Rewvisi-4. Renstra tersebut merupakan pernyatasn komitmen bersama
mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta
cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan
perundang-undangan bidang pengawasan lermasuk pembinaan etika dan
perilaku aparatur pengawasan serta pengendalian manajemen.
Pengukuran capaian kinerfja merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas  kineria Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target
kinerja yang diperjanjikan tahun 2015-2019. Renstra BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2015-2018 memiliki tiga tujuan yakni:
1 Peningkatan Kualtas Akuntabilitas Pengelolsan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemaerintah
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intem Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten
Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Program dan
18 (delapan belas) Indikator Kinera Program. Capaian atas Rencana Strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 diurgikan
dalam tabel berikut.
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Tabel 1.1, menunjukkan bshwa dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja

Program, sebanyak 10 (sepuluh) indikator tercapai, 2 (dua) indikator tidak dapat

dihitung, dan & (enam) indikator tidak tercapai hingga akhir periode renstra

Renstra 2015-2019 mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tahun

2017. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa target baru pada fahun

2017,

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra 2015-2019 yakni:

a. Tersedianya kesempatan bagl SDM Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah untuk mengembangkan kompetensinya sehingga layanan yang
diberikan kepada stakeholders lebih beragam dan sesuai dengan
kebutuhan stakeholders,

b. Kepercayaan stakeholders atas kemampuan yang dimiliki cleh SDM
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi sehingga
banyak permintaan stakeholders dalam bidang keuangan negara dan
daerah,

c. Adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Tengah dengan beberapa sfakeholders tentang
pengelolaan keuangan negara dan daerah

Faktor yang menghambat pencapaian indikator kinera Renstra 2015-2019

yakni:

a. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholiders,

b. Belum seragamnya pemberian layanan yang dilakukan olsh SDM
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang disebabkan belum
seluruh penugasan terdapat prosedur kera ataupun pedoman
pelaksanaannya,

¢ Belum seluruh stashkeholders memiliki komitmen yang kuat uniuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Program pada Renstra 2015-2019 yang masih menjadi target

Renstra 2020-2024 sebanyak 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Program

Indikator yang masih menjadi larget Renstra 2020-2024 yaitu:

a. Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD
yang dievaluasi

b. Presentase BLUD vyang Tatakelclanya Minimal Bak dari BLUD yang
dievaluasi
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Persentase Hasil Pengawasan Keinvesligasian yang Dimanfaatkan di
Persidangan

Persentasa Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan APH
Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh
KILIPIK

Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCFP (termasuk FRA)
Persentase K/IL/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturtas SPIP Level 3
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Persentase APIP Pemerntah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan (skala ket 1-10)

Dalam pencapaian Indikator Kinerfa Program, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dirangkum ke
dalam sasaran kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirinci sebagai benkut.
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BAB I
TARGET KINERJA, TANTANGAN DAN STRATEGI

A. Program dan Sasaran Program
erbitnya Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengamanatkan kepada
BPKP untuk menyelenggarakan wurusan pemenntahan di bidang
pengawasan keuangan negaraldaerah dan pembangunan nasional dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden Hal tersebul mencerminkan
peran BPKP dalarm pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, BPKP berperan daiam
pengendalian pembangunan yang menyelenggarakan dua fungsi utama yakni
fungsi pengarahan sekaligus pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi
pengawasan intem.
Peran BPKP sebagai APIP kemudian diformulasikan dalam visi, misi dan tujuan
BFKF yang selaras dengan peran BPKP dalam pengendalian pembangunan.
Visi merupakan gambaran dan tujuan suatu Lembaga yang ingin diwujudkan di
masa datang Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban, BPKP menetapkan
visi pada penode 2020-2024 sebagai berikut.
“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor
Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam
rangka Mewujudkan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-
Royong”
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang
sistematis dan terarah. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam penyataan
misi BPKP. Rumusan misi BPKP periode 2020-2024 adalah:
1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional
2 Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.
Dalam melaksanakan misi tersebut, BPKP menetapkan tujuan atas masing-
masing misi. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai BPKP pada

tahun 2024, yaitu
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1.

Tujuan Strategis |: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan
Nasional dengan indikator tujuan jumiah program priontas yang tercapai
sesuai target;

Tujuan Strategis il: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul,
Akuntabel dan Sehat dengan indikator tujuan Level IACM, Indeks RB, dan
Indeks Kesehatan.

Perwakilan BPKP Provins: Kalimantan Tengah merupakan salah satu perwakilan
BPKP yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Tengah. Visi, misi, dan tujuan
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menginduk pada wisi, misi, dan
tujuan BPKP. Program pengawasan BPKP terdin dari dua program yakni
Program Dukungan Manajemen Internal dengan 1 (satu) sasaran strategis dan
Program Pengawasan Pembangunan dengan 5 (lima) sasaran sirategis yang

terdiri dari:

1. Program 1. Meningkainya pengawasan pembangunan atas
Pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan daerah
Pembangunan 2. Meningkainya pengawasan pembangunan atas

pembangunan nasional

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas
Badan Usaha

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas
efektivitas pengendalian korupsi

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas
kualitas pengendalian intern KIL/P/BU

2 Program Dukungan 1. Meningkainya tata kelola pengawasan yang

Manajgmen Internal berkualtas

Masing-masing sasaran strategis di ales kemudian diuraikan kembali dalam
kagiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan tersebut diurakan berdasarkan sasaran
strategisnya sebagal benkut:

1. Program Pengawasan Pembangunan

a. Meningkainya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan

Neqgara dan Daerah

Sasaran strategis ini berhubungan dengan mandat BPKP dalam melakukan
pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban akuntabiltas penerimaan negara/daerah dan
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akuntabilitas pengeluaran keuangan negarafdaerah. Sefiap tahun pada
periode 2020-2024, Parwakian BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian
indikator-indikator yang menjadi target Sasaran tersebut diukur medalui
indikator sebagai berikut;
1} Nilai Oplimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
Nilzi optimalisasi penerimaan negaraldasrah merupakan nilai
optimalisasi penenmaan negara/daerah yang dapal direalisasikan
berdasarkan kegiatan pengawasan yang ftelah dilaksanakan BPKP.
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam
merealisasikan penenmaan negara/daerah secara oplimal dan bebas
dan penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP. Indikator
tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai kurang bayar atas
penerimaan negaraldaerah yang sudah disetor/ditetapkan.
Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah terdin dan nilai optimalisasi
penermaan negara yang terealisasi dan optimalisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditindaklanjuti dengan penetapan
kurang bayar atas PAD. Target nilai tersebut diharapkan dapat dicapai
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya
dengan nncian sebagai berikut.
Tabel 2.1, Target Optimaksasi Penerimaan Negara/Daerah

Target {dalam jutaan Rupiah)

Indikator Kinera 2020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara | 100 | 150 | 200 | 300 | 400
| yang Terealisasi

Pengawasan atas COptimaksasi 54 104 130 156 182
Fam[inmn F'.f..D

2) Potansi Penenmaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi
FPotensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi merupakan nilai
potensi penenmaan negara/dasrah vyang dapat dioptimalisasi
berdasarkan kegistan pengawssan yang telah dilaksanakan BPKP.
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam
merealisasikan penerimaan negara/daerah secara optimal, lenghkap,
tepat nilai dan bebas dan penyimpangan melalui kegiatan pengawasan
BPKP. Indikator tersebut diukur dengan menjumiankan nilai selisih dan
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potensi penerimaan negara/daerah dari hasil kegiatan pengawasan yang
dilakukan dengan target yang dianggarkan.
Nilai potensi penenmaan negara/daerah yang terealisasi merupakan
gabungan stas potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi dan
pengawasan atas potensi PAD.

Tabel 2.2. Target Polensi Penernmaan Negara/Daerah

Target (dalam jutaan Rupiah)

W 72020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Potensi Penerimaan Megara yang | 200 | 300 | 400 | 450 | 500
Dioptimalisasi . I

3)

_Pengawasan atas PolensiPAD | 109 | 174 | 217 | 260 | 304

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah
Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian belanja dengan
kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kmiena yang berdaku. Nilai
pengeluaran Negara/Daerah yvang efisien adalah nilai yang menunjukkan
besamya pengurangan/pengalhan nilai pengeluaran yang direncanakan
yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengaweasan BPKP. Indikator ini
diukur dengan menjumlahkan Nilai pengurangan/pengalihan rencana
belanja proyek/ kegiatan/program yang fidak tepat dalam satu tahun,
Nilai pengeluaran negaraldaerah yang efisien lerdin dar nilai efisiensi
pengeluaran Pemerintah Daerah yang dipercleh dar hasil pengawasan
terhadap Keuangan Daerah dan nilai efisiensi pengeluaran negara dan
daerah yang diperoleh dar hasil pengawasan keinvestigasian atas
Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah.

Tabel 2 3. Target Nilai Efsiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Target (dalam jutaan Rupiah)

Indikator Kinesia | 5020 7 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Milai Efisiensi . | 185428 | 152978 | 134621 | 111062
Pengeluaran Pemerintah
Daerah o
Nilai Efisiensi 1123 | 1.351 1.509 1.549 1.868
Pengeluaran Megara
dan Daerah

4)

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Indikator ini dimaksudkan untuk kesesualan balanja dengan kriteria dan
perundangan yang berlaku, serta pengamanan dan pemulihan aset
negara. Nilal penyelamatan keuangan negara adalah nilai yang
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menunjukkan besarmya jumlah temuan pengembalian ke Kas Negara
atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulinan hak negara
atas asst negara. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai belanja
yang dikembalikan ke Kas Negara termasuk denda yang dikenakan dan
hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan. Capaian atas
indikator ini  diparcleh dan kegatan pengawasan i bidang
keinvestigasian berupa Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara.
Tabel 2.4 Target Milai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daarah

T

| Tahun Indikator Kinerja (dal “'g:t siah)

2020 | 27.124.000.000
2021 | ... 40.679.000.000

“20z | e Penvelamatan Fevangan Negara can 49715000000
2023 56.500,000,000
2024 %1 982,000,000

5) Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
Indikator ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian pengelolaan dana
transfer dengan kriteria dan perundangan yang berlaku. Dana transfer
merupakan salah satu sumber pendanaan yang berasal darl APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakal yang semakin
baik. Dana transfer dapat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
ataupun Dana Alokasi Khusus. Indikator im divkur dengan menjumlahkan

nilai penyelamatan pelaksanaan Dana Transfer oleh Kabupaten/Kota.
Tabel 2.5. Target Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

Tahun Indikator Kinerja : d_h:’g:‘ﬁm
2020 | .

. 2021 118.000.000

| 2022 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transier 120.000.000
2023 122.000.000 |

| 2024 T 125.000.000

6] Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah
Indikator ini dimaksudkan untuk kesesuaian penggunaan pembxayaan
dengan kriteria dan perundangan yang beriaku. Pembiayaan Daerah

17



adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang diberikan kepada
Pamenntah Daerah dalam rangka mendukung percepatan penyediaan
infrastruktur dasar maupun sosial dengan jangka wakiu pembiayaan
menengah dan panjang. Indikator ini divkur dengan menjumiahkan nilai
penyelamatan pembiayaan dserah oleh Kabupaten/Kota,

Tabel 2.6 Target Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

Tahun | Indikator Kinerja { dil;ﬁ:ﬁh]
2020 -
2021 _ 59.000.000
2022 Milai Penyelamatan Pembiayaan Daerah | 50.000.000
023 | | 61.000.000
2024 £2.000.000

b. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional
Sasaran kedua berhubungan dengan mandat BPKP dalam meiakukan
pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban akuntabilitas pembangunan nasional danfatau
kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai ocleh
gnggaran negaraldasrah. Sasaran fersebut merupakan kondisi yang
diharapkan dapat dicapaildiwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun dalam
periode 2020-2024 yang mencerminkan bngkat ketercapaian sasaran
pembangunan, program prioritas, kegiatan prionitas, proyek pnontas
siralegis dan proyek strategis nasional melalui tugas pengawasan
pembangunan.

Sasaran strategis kedua ini diukur malalui indikator sebagai berikut.
1} Jumlah Kegiatan Priaritas yang Diawasi
Indikator ini menunjukkan sejauh mana peran BPKP dalam melakukan
pengawasan dalam pembangunan. Indikater ini dihitung dengan
menjumlahkan kegiaten prioritas daerah yang dilakukan pengawasan
oleh BPKP.
Tabel 2.7. Target Jumiah Kegiatan Prioritas yang Diawasi

~ Tahun Indikator Kinerja Target
2020

7
2021 T
2022 | Jumiah Kegiatan Prioritas yang Diawasi | T
— s :
2024 | 7




2} Jumlah Kegiatan Priorilas yang Tercapai Sesuai Target
Indikator ini menunjukkan sejauh mana peran BPKP dalam mengawal
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencananya Indikator ini
dihitung dengan menjumiahkan kegiatan priortas yang diakukan
pengawasan oleh BPKP dan tercapai sesuai dengan target yang
ditentukan.
Tabel 2 8. Target Jumiah Kegialan Priontas yang Tercapai Sesuai Targel

Tahun Indikator Kinerja Target
—S550 —
2021 : ; 7
5022 Jumiah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai 7
2023 et 7
2024 7

3) Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai
Sesual Target
Indikator ini menunjukkan sejauh mana peran BPKP dalam mengawal
pelaksanaan pembangunan yang melibatkan beberapa satuan kerja.
Indikator ini dihitung dengan menjumiahkan program lintas sektoral
pembangunan daerah yang dilakukan pengawasan oleh BPKP dan
tercapai sesuai target.
Tabel 2.8. Target Jumiah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang

Tercapai Sesuai Target
Tahun Indikator Kinerja | Target

2020 O

2024 : 1
————>—— Jumilah Program Lintas Sektoral Fembangunan
L Daerah yang Tercapai Sesuai Target :
2023 i A a9 |
| 2024 1

4) Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik
Indikator ini menunjukkan sejauh mana peran BPKP dalam melakukan
pengawasan atas kinera desa. Hasil yang diharapkan atas indikator ini
adalah berhasinya pemenntah desa mencapai kinerja yang disyaratkan
dalam Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) Indikator im
dihitung dengan membandingkan desa yang dilakukan audit kinerja
dengan hasil baik dan jumiah desa yang dilakukan audit kinerja.



Tabel 2.10. Target Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik

Tahun Indikator Kinerja | Target
| 2020 ' 0%
| ==
gg;; Persentase Desa yang Disudit Kinera dengan Hasil i 3125;;%
2023 o - STa0% |
2024 T E0% |

5) Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan
Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPKP berperan dalam
penyelesaian proyek-proyek yang mengalami permasalahan dalam
pelaksanaannya. Indikator m  dihitung dengan membandingkan
pengawasan atas hambatan pelaksanaan pembangunan yang selesai
dilaksanakan dan |jumiah seluruh pengawasan atas hambatan
pelaksanaan pembangunan,

Kegiatan pengawasan terhadap hambstan pelaksanaan pembangunan
mehputi Audit Penyesuaian Harga, Audit Klaim, dan Evaluasi Hambatan
Kelancaran Pembangunan.

Tabel 2.11. Target Penyelésaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan

Tahun | Indikator Kinerja Target
2020 | 75%
i; Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang ii
2023 Diselesaikan g ——
2024 B5%

c. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha
Sasaran strategis ketiga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab
BPKP dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban akuntabiltas penenmaan dan pengeluaran
keuangan serta pembangunan nasional danfatau kegiatan lain yang seluruh
atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negaraldaerah
dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di
dalamnya terdapal kepentingan keuangan atau kepentingan lain darn
Pemerintah Pusat dan/atau Pemenntah Daerah Sasaran tersebut
merupakan respon atas kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh BPFKP
pada setiap tahun pada pericde tahun 2020-2024 yang mencerminkan
tingkat kontribusi Badan Usaha Milk Negara/Daerah pada negarafdaerah
baik sebagal pelaksana lugas pembangunan maupun dalam upaya
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menambah ruang fiskal negara/daerah melalui pendampingan dan
pengawasan BPKP.

Sasaran ini divkur dengan indikator Jumlah Badan Usaha dengan
Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik. Indikator ini diukur dengan empat
dimensi akuntabilitas korporasi dan diterjemahkan dalam tujuh parameter
akuntabilitas korporasi. Dimensi dan parameter tersebut dapat diihat pada
gambar berikut

Gambar 2.1. Dimensi Akuntabilites Korporas:

kepatuban dan

ikt Sorpioas) d“h‘m”;“““""’:;“i efektivitss efektivitas sistem
pada pembangunan Fu operasicnal tats kelods korporas|
nEga korporasi

tinpEkat
efakiivitas tata
ketalz ForpoEs
t=t5 kelok,
rmangjernen

tirnghat
kepatuban

karpaei|

rigikn,
TingEat prEngeritalian
afektivitas narn, mudiior
Gperasionl intErm Ann
karpotag pengendalan
g

Perwakilan BPKP Provinsi Kalmantan Tengah berperan mewujudkan
dimensi akuntabilitas pertama dengan parameter tngkat kinena korporasi.
Kegiatan yang dilakukan difckuskan untuk mendukung target tingkat kinerja
korporasi yakni.

1) Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasi Baik,

21 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat,

3) Jumiah BLUD dengan Kinerja Sehat, dan

4] Jumiah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan.

Jumiah BUMD dengan Kinerja Sehat dihitung dengan menjumiahkan
seluruh BUMD yang kinerjanya baik berdasarkan hasil evaluasi yang
dilaksanakan terhadap BUMD. Tingkal Kesehatan dihitung berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah BLUD dengan Kinefa Sehat dihitung dengan menjumlahkan
seluruh BLUD yang kinerjanya sehat berdasarkan hasil evaluasi yang
dilaksanakan terhadap BLUD. Tingkat Kesehatan BLUD RSUD dihitung
berdasarkan Pedoman Evaluasi Kinerja RSD BLUD yang disesuaikan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21



Indikator jumiah BUMDes yang mampu menyusun laporan dihitung dengan
menjumiahkan BUMDes yang mampu menyusun laporan pertanggung-
jawaban

Tabel 2.12. Target Tingkat Kinerja Korporasi

F T Target
s oA 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumiah BUMD dengan Pengelolaan | O o | @ | o | 7 |
_ KorporasiBak |
Jumiah BUMD dengan Kinerja Sehat L 6 | 6 | 7T

Jumiah BLUD dengan Kinerja Sehat 2 2 2 2

=
2 |

Jumiah BUMDes vyang Mampu 18 24 28 o5 41

Menyusun Laporan |

. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian
Korupsi
Sasaran strategis keempat merupakan tindak lanjut atas mandat BPKP
dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
program dan/atau kegiatan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai,
dan salah satu risiko terbesar dalam pencapaian tujuan organisasi adalah
risiko terfadinya penyimpangan dan korupsi.
Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai oleh BPKP
pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan
sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sasaran ini diukur dengan indikator:
1) Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindak-
lanjuti
Iindikator ini mengukur sejauh mana hasil pengawasan Represifipost
audit yang ditindaklanjuti oleh sfakehoiders. Hasil pengawasan represif
dapat berupa Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAIl), Laporan Hasil
Penghitungan Audit Kerugian Keuangan MNegara (LHAPKKN), maupun
Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA). Indikator ini diukur
dengan membandingkan jumiah Laporan Hasil Pengawasan Represif
dengan jumlah surat tugas yang diterbitkan atas kegiatan pengawasan
rapresif tersebut
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Tabel 2.13. Target Pengawasan Represt yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

| Tahun Indikator Kinerja Target
2020 100%
2021 100%

Persentase Hasil Pengawasan Represif yang

2022 . . 100%
5093 Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti 100%
2024 100%

2) Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang
Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti
indikator ini mengukur sejauh mana hasil pengawasan Preventf dan
Edukatif yang ditindaklanjuti oleh stakeholders. Pengawasan preventif
dan edukatif merupakan pengawasan-pengawasan yang sifatnya
pancegahan sehingga dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud.
Kegiatan ini dapat berupa sosislisasi, pembentukan Masyarakat
Pembelajar Anti Korupsi, dan fraud risk assessment. Indikator ini diukur
dengan membandingkan jumiah Laporan Hasil Pengawasan Preventif
dan Edukatif dengan jumiah surat tugas yang diterbitkan atas kegistan
pengawasan preventit dan edukatif tersebut.

Tabel 2 14. Target Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan

| Tahun indikator Kinerja : — Y

i 2020 0%

o . : 7%

—igg Persantase Hasil Pengawasan Preventit dan Edukatif Egﬁ

2023 yang Dimanfaaikan/ Ditindaklanjuti e
2024 SO

3) Jumiah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya dan keberhasilan
pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemda. Indikator ini diukur
dengan menjumlahkan Pemda dengan nilai Indeks Efektivitas
Pengendalian Korupsi di atas 7. Efektivitas pengendalian korupsi diukur
melalui upaya pencegahan korupsi yaitu kapabilitas pengelolaan risiko
korupsi (kapasitas kelembagaan, kewenangan pimpinan, kompetansi
pegawai, dan ketersediaan sumber daya), strategi pencegahan korupsi
(edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi anti  korupsi
(keterjadian korupsi dan deteksi dinl dan tindakan korektif). Disamping
sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil melalui
survei persepsi anti korupsi kepada stakeholders.
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Tabe! 2.15. Targel Indeks Efekiivitas Pengendalian Korupsi pada Pemda

Tahun | indikator Kinerja Target
2020 | = ¥
- 2021 . 0
B Jumiah Pemda nﬁngﬂn Efelctwlmﬂ Pengendalian 5
o093 | Korupsi Baik (skor di atas T) s
| 2024 4

4) Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
Indikator ini menunjukkan sejauh mana upaya dan keberhasilan
pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Badan Ussaha. Indikator ini
diukur dengan menjumiahkan Badan Usaha dengan nilai Indeks
Efekiivitas Pengendalian Korupsi di atas 7. Efekbvitas pengendalian
korupsi diukur melalui upaya pencegahan korupsi yaitu kapabilitas
pengelolaan risko korupsi (kapasitas kelembagaan, kewenangan
pimpinan, kompetens: pegawai, dan ketersediaan sumber daya), strateg
pencegahan korupsi (edukasi pencegahan korupsi, budaya organisasi
anti korupsi (keterjadian korupsi dan deteksi dini dan tindakan korektif).
Disamping sisi upaya pencegahan korupsi, diukur juga komponen hasil
melalui survei persepsi anti korupsi kepada stakeholders.

Tabel 2 16 Target Indeks Efektivitas Pengendakan Korupsi Badan Usaha

Tahun| ~ Indikator Kinerja |  Target
2020 0
2021 0

Jumiah Badan Usaha dengan Efektivitas

1
% Pengendalian Korupsi Baik (skor di atas 7) T
2024 _ 2

e. Meningkainya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian
Intern K/L/P/BU
Sasaran kelma disusun berdasarkan amanat BPKP dalam melakukan
pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan
pembinaan penyelenggaraan SPIP, serta melakukan pembinaan kapabilitas
pengawasan intern pemerintah dan serifikasi jabatan fungsional auditor.
Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai melalui
pendampingan dan pengawasan BPKP pada setiap tahun pada periode
tahun 2020-2024 yang mencerminkan sejauh mana tingkat kematangan
pelaksanaan pengendalian intemal pemerintah dan tingkat kemampuan
APIP pada Pemerintah Daerah.
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Sasaran ini diukur dengan indikator:

1) Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP = Level 3
Kapabilitas APIF merupakan kemampuan yang dimiliki APIP untuk
mewujudkan peran yang efektf dalam melaksanakan tugas-tugas
pengawasan. Indikator ini divkur menggunakan model yang mengacu
pada Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh
The Institute of Intermal Auditor (11A).
Setiap tahun pada periode 2020-2024. Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah menyelenggarskan kegiatan-kegiatan untuk
mendukung pencapaian indikator tersebut Indikator atas kegiatan
tersebut berupa Jumiah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP = Level 3.

Tabel 2.17. Target Kapabilitas APIP Pernda

Indikator Kinerja Il fager

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

Jumiah APIP Pemda dengan| 6 8 10 | 12 13
Kapabiltas APIP = level 3 . |

2) Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP = Level 3

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja
yang memuat kerangka kerja yang memuat karakleristik dasar yang
menunjukkan fingkat kematangan penyelenggaraan SPIF  yang
terstruktur dan berkelanjutan. Indikator maturitas penyelenggaraan SPIP
mengindikasikan kinerja BPKP dan hasil pembinaan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pada pemerntah daerah. Indikator ini
mengukur sejauh mana penyelenggaraan sistem pengendalian infem
pada pemerintan daerah serta mengidentifikasi area-area vyang
memeriukan perbaikan peningkatan penyelenggaraan SPIF. Maturitas
SPIP diukur meiaiui tingkatan level yang bensi permyataan-pemyataan
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomar 80 Tahun 2008,

Setiap tahun pada periode 2020-2024, Perwakilan BFKF Provinsi
Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk
mendukung pencapaian indikator tersebut Indikator atas kegiatan
tersebut berupa Jumiah Pernda dengan Maturitas SPIP = Level 3.
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Tabel 2.18. Target Maturitas SPIP Pemda

Target
Indikator Kinerja 3590 | 3621 | 2022 | !l'.l!l
| Jumiah Pemda dengan Maluritas 11 12

L SFIF = Level 3

R

13 | 14 15

3) Jumlah Pemda/Badan Usaha dengan MRI = Level 3

Indeks Manajemen Risiko merupakan suaty model yang digunakan
untuk mengukur kondisi karaktenstik dasar dan tfingkat kematangan
pengelclaan risikke di suatu pemenntah daerah. Model tersebut
memadukan budaya (culture), tata Kelola (govermance), dan proses
terkait manajemen risiko. Pengukuran kuaiitas implementasi MR
dilaksanakan dengan pendekatan matunty level, capability level maupun
maturify objectives. Indikator ini berupa jumlah pemerintah daerah dan
badan usaha dengan MRI = Level 3.

Tabel 2.19, Target MR| Pemda dan Badan Lisaha

: Target

WD REINI 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jumiah Pemda Provinsi dengan | O 0 0 0 Bl
MRI = Level 3 __
Jumilah Pemda Kab/Kota dengan | 1 3 | 4 5 7
MRI = Level 3
Jumiah BUMD dengan MRiz=| 0 | O 0 0 | 1
Level 3 |
Jumiah BLUD dengan MRiz | 0O 0 2 3 4
Level 3 ]

4) Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Daarah

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk membenkan
pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak lain
yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewsjiban
pertanggungjawaban dan keterangan. Pemda yang akuntabel dalam
pengelolaan keuangan dan kinerja merupakan pemda yang efisien dan
efektf dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTF) dari hasil pemeriksaan BPK dan memeroleh
nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Indikator im dihilung dengan
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membandingkan pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan
dan kinerja dan jumlah seluruh pemda.
Tabel 2 20. Target Jumlah Pemda yang Akuntabel

Tahun Indikator Kinerja ~ Target
2020 0%
T 2021 | Parsentase Jumish Pemda yang Akuntabel Dalam |  657%
2022 Pengeiolaan Keuangan dan Kinerja Daerah 28 B7%
2023 26,67%
2024 | N . — 6% |

5) Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/
Kabupaten/Kola
Indikator ini mengukur sejauh mana peran BPKP dalam pengelolaan
keuangan daerah. Rekomendasi strategis mencerminkan peran BPKP
dalam mendorong pemda lebih akuntabel. Indikator ini dihitung dengan
menjumiahkan rekomendasi strategis yang diterbitkan dalam rangka
mendorong peningkatan Gowernance, Risk Management and Controf
(GRC) pada stakeholders.

Tabel 2 21. Target Rekomendasi Strategis

~ Tahun indikator Kinerja | Target
2020 | 1
2021 _ : ; - 1
2022 Jumiah Rﬂkmnd_am Strategis (Polcy Brief) 1 ==
e kepada ProvinsiKabupaten/Kola 1
2024 | 1

&) Persentase Jumiah Desa vang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa
Indikator ini mencerminkan peran BPKP dalam melakukan pembinaan
tarhadap pemerintah desa dalam menyusun laporan
pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Desa disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator
ini dihitung dengan membandingkan jumiah desa yang menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan dan
jumlah seluruh desa.
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Tabel 2. 22 Target Desa yang Menyusun Laporan Perlanggungjawaban

Tahun Indikator Kinarja - Target
2020 37,00%
2021 T 41,88%

Perseniase Jumiah Desa yang Menyusun Laporan

2022 47%
2023 Fenangoungiawaban Isuangwn Desa 52.02%
2024 56.97%

71 Jumlah Desa Yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa GSecara
Memadai

Indikator ini mencerminkan peran BPKP dalam melakukan pembinaan
tarhadap pengelolaan desa. Pengelolaan asel desa meliputi perolehan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengelolaan aset
desa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomeor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asel Desa. Indikator ini dihitung
dengan menjumiahkan desa yang telah menerapkan pengelolaan aset
yang memadal

Tabel 2.23. Target Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Memadal

" Tahun indikator Kinerja ~ Target
2020 ; 0 '
2021 29
2022 | Jumiah Desa yang Menerapkan Funguhlam Agel =1

T secara Memadai 353
2024 [ 313

8) Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Indikator ini mencerminkan peran BPKP kepada AFPIF dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Implementasi
Siswaskeudes merupakan salah satu cara untuk memudahkan AFIP
dalam melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas desa. Indikator ini
dihitung dengan menjumlahkan APIP yang telah mengimplementasikan
siswaskeudes dalam pengawasan terhadap pengelolaan kesuangan
desa,

Tabel 2.24. Target APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Tahun indikator Kinerja Target
2020 | . N 1
HLET Jumiah APIP yang Mengimplementasikan 2
| 2022 Siswaskeudes == ==
2023 | §
2024 8
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g} Jumlah BUMD dan BLUD dengan Kapabililas SPI = Level 3
Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan salah satu umit yang
bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan pada internal unit
organisasi, termasuk melakukan assurance atas efeklivitas pengelolaan
risiko, pengendalian dan proses tata kelola yang baik Kapabiltas SPI
merupakan kemampuan yang dimiliki SPI1 untuk mewujudkan peran yang
efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. |ndikator ini
divkur menggunakan model yang mengacu pada Intemal Audit
Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Inshitute of

Infarnal Audior (ILA).
Tabel 2.25. Target Kapabiitas SPI BUMD dan BLUD dengan Kapabilitas SPI 2
Level 3
L . Target
indikator Kinevja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Jumiah BUMD dengan Kapabilitas SP1| 0 0 g | o 1
zLevel 3 - |
Jumiah BLUD dengan Kapabiitas SP| = 0 o g | o | 1
Level 3 If

2. Program Dukungan Manajemen Internal
a. Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas

Sasaran strategis atas program  kedua merupakan upaya dalam
membangun tata kelola yang baik, bersih dari korupsi serta mendukung
pencapaian kinerja BPKP. Sasaran ini merupakan respon atas kondisl yang
diharapkan dapat dicapai oleh BPKP setiap tahunnya pada periode 2020-
2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP dalam
mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP. Sasaran ini diukur
dengan tingkat Kapabilitas, Indeks Kesehatan dan Nilai RB BPKP.
Perwakilan EPKP Prowvinsi Kalimantan Tengah berupaya memberikan andil
dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian
sasaran tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan cleh Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah dikelompokkan ke dalam sasaran kegiatan yang
menginduk pada indikator sasaran strategis. Sasaran kegiatan tersebut
berupa Meningkatrya Kualitas Layanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP
Pravinsi Kalimantan Tengah. Sasaran kegiatan tersebut dihitung melalui
indikator-indikator kinerja kegiatan sebagai benkut,
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1) Nilai Skor Zona Integritas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah,
Zona Integrias merupakan predikat yang dibenkan kepada
Kementerian/Lembaga/Pemda vyang pimpinan dan  jajarannya
mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WEK dan WBBM melalui
upaya pencegahan korupsi, reformasi birckrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. Indikator ini diukur dengan nilai skor Zona Integritas
yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP sebagal dukungan atas
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BPKP.

Parwakilan BPKP Provins: Kalimantan Tengah turut sera melaksanakan
Langkah-langkah untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas di
BPKP.

Tabel 2.26. Targed Nilai Skor Zona Integnitas

| Tahun Indikator Kinerfja i Target
2020 75
2021 | \jiiai Skor Zona Integritas Perwakilan BPKP Provinsi |-
£ | Kalimantan Tengah It
2023 78
}Tn:n 79

2) Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
Peningkatan kompetensi merupakan upaya yang dilakukan manajemen
internal untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Peningkatan
kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
{diklat), Program Pelatihan Mandiri (PPM), workshop dan peningkatan
kompetensi sejenis lainnya
Indikator persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi
dihitung dengan membandingkan pegawai yang mengikuti peningkatan
kompetensi dan jumiah seluruh pegawai.

Tabel 2.27. Target Pegawai yang Mengikuli Peningkatan Kompetlensi

Tahun | Indikator Kinerja Target
2020 | 100
Sl Parsentase Pegawail yang Mengikuti Peningkatan i
| 2023 - 100
| 2024 — S
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3) Persentase Administras: SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu
Administrasi SOM merupakan pengurusan administrasi SDM Perwakilan
BPKP Provinsi Kaiimantan Tengah meliput kepangkatan, dafabase
kepegawaian, kenaikan gaji berkala dan administrasi SDM lainnya.
Indikator persentase administrasi SDM yang diselesalkan tepat waktu
dihitung dengan membandingkan administrasi SOM yang diselesaikan
tepat waktu dan jumlah seluruh administrasi SDM.

Tabel 2.28, Targat Administrasi SDM yang Tepat Wakiu

| Tahun | Indikator Kinerja Target
| 2020 100
| 2021 | o sentase Administrasi SDM yang Disslessikan i
i Tepat Wakiu I .
| 2023 . 100
2024 | 100

4) Persentase Penyusunan RKA Tepal Wakiu
Indikator ini merupakan upaya manajemen internal dalam mewujudkan
tata kelola yang berkualitas. Perseniase penyusunan RKA tepat wakiu
dihitung dengan membandingkan penyusunan RKA yang tepal wakiu
dan jumlah penyusunan RKA tahun yang bersangkutan
Tabal 2,29 Target Penyusunan RKA Tepat Wakiu

- Tahun Indikator Kinerja Target
2020 | e es—— 100
2021 100
2022 Persenlase Penyusunan REA Tepat Wakiu 100
2023 | 100
| 2024 | 100

5) Skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator ini merupakan upaya manajemen internal dalam mewujudkan
tata kelola yang berkualitas, Skor IKPA dihitung berdasarkan nilai yang
ditetapkan Kementerian Keuangan terhadap kinerja keuangan. Nilai
IKPA ditetapkan atas dasar kesesuaian perencanaan, efektivitas
pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan
terhadap regulasi.
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Tabei 2.30. Target Skor IKPA

. Tahun Indikator Kinerja Target
| 2020 = B6
2021 | . o 87
w Skar IKPA Parsakilan BPEP Prowvingi Kalimantan EE
2023 Tetigen B9
2024 | g0

&) Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu
Indikator ini merupakan upaya manajemen internal dalam mewujudkan
tata kelola yang berkualitas. SPM yang terbit tepat wakiu adalah SPM
yang terbit dalam kma (5) hari kerja (HK) sefelah berkas lengkap tanpa
pengembalian dari KPPN. Indikator ini dihitung dengan membandingkan
SPM yang terbif tepal waktu dan jumlah selurun SPM yang terbit
Tabel 2.31. Target SPM yang Terbit Tepat Wakiu

Tahun | Indikator Kinerja Target
| =040 | e
2021 EL

2022 Persentasa SPM yang Terbit Tepat Walkiu 82
2023 et

2024 a5

7) Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesual SAP

Indikator ini merupakan respon atas dukungan managjemen internal
dalam perwujudan tujuan pengawasan yang akuntabel. Akuntabilitas
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban seria
menerangkan kinena dan tindakan seseorang, bacdan hukum, atau
pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajlban
untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Indikator persentase kesesuaian LK dengan SAP dihitung berdasarkan
hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP atas kesesuaian pos-
pos dalam LK Perwakilan BPKP dengan SAP,

Tabel 2 32. Target Penyusunan Laporan Keuangan sesual SAP

Tahun | indikator Kinerja Target
2020 | 100

s ————

2022 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai 100
2025 o 100
2024 100
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8) Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
manajemen intemal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perwakilan.
Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan BMN hingga
penghapusan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator ini diukur melalsi peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan BMN yang berlaku.
Tabel 2.33. Target Nilai Pengelclaan BMN

Tahun indikator Kinerja | Target |
2020 | Baik '
2021 Baik

Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi

2022 : Baik
2024 Baik

9) Nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan
akuntabilitas keuangan dan kinerja perwakilan Indikator nila SAKIP
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dihitung berdasarkan
hasil evalussi implementasi SAKIP unit kerja oleh Inspektorat BPKP
sefelah dilakukan penilaian mandiri (seff assessment) atas pelaksanaan
SAKIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Perhitungan
nilai SAKIP meliputi rencana sirstegis, perjanjan kinerja, pengukuran
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan
evaluasi dan kinerja.

Tabel 2.34. Target Milai SAKIP

.. sz onmary

| Tahun| Indikator Kinerja Target |
2020 | B0
2021 o , e SO, 81
soop | MNiai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan =3
2023 eash I
[ 2024 _ | B4

10) Maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator ini merupskan respon manajemen internal atas tujuan
terwujudnya tata kelola yang unggul. Maturitas SPIP Perwakilan BFKP
Provinsi Kalimantan Tengah diukur melalui tingkatan level yang berisi
pemyataan-pemyataan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
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Nomor 60 Tahun 2008, Perhitungan maturitas SPIP Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Inspektorat BPKP sebagai
dukungan atas pelaksanaan SFPIP di BPKP.

Tabel 2.35. Target Maturitas SPIP

| Tahun Indikator Kinerja Target
! 2020 - Level 3
- 2uel Maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi | o o0
iﬂ-‘ Kalimantan Tengah t .
2023 | | Level3
| 2024 | T Leveld

11} Indeks Managemen Risike (MR) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah
Indikator merupakan respon manajemen internal atas tujuan
terwujudnya tata kelola yang unggul. Indeks MR mencerminkan tingkat
pengelolaan risiko perwakilan BPKP. Hasil alas penilaian tersebut
mengindikasikan sejauh mana Perwakilan BPKFP dapat mengelola
risiko dalam mencapail tujuan.
indeks MR diukur menggunakan model yang memadukan budaya
{culfure), tata kelola (govermance), dan proses ferkait manajemen
neiko. Pengukuran kualitas implementasi MR dilaksanakan dengan
pendekatan maturity level, capability level maupun maturity objectives.
Pengukuran indeks MR dilakukan oleh Inspektorat BPKP sebagai
bagian dari pelaksanaan MR di BPKP.

Tabel 2.36. Targe! Indeks MR

Tahun | "~ Indikator Kinerja | Target
T L
?921— Indeks MR Perwakilan BFKP Provinsi Kalimantan —LE“EI:—’
2022 T I Level 3
2023 Level 3

2024 ) | Level3

12} Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP Provins|
Kalimantan Tengah
Indikator ini merupakan upaya yang dilakukan manajemen internal
untuk mewujudkan iata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel,
dan sehat.
Indikator indeks kualitas layanan ketatausahaan Perwakilan BFKF
Provinsi Kalimantan Tengah diukur melalui survey terhadap Pegawai
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Internal BPKP mengenai layanan ketatausahaan yang diberikan oleh

Bagian Tata Usaha
Tabel 2.37. Targe! Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan

Tahun | Indikator Kinega | Target
2020 | .
| 2021 ' 76
o053 | Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Perwakilan —— a0
e BPKP Provinsi Kalimantan Tengah B1
202 | = 92

13) Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah
Indikator ini merupakan upaya Perwakidan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah untuk mewujudkan tata kelola pengawasan yang unggul,
akuntabel, dan sehat. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dihitung melalui survey atas
layanan yang diberikan oleh Perwakilan BPKF Provinsi Kaiimantan
Tengah dalam masa tertentu. Survey Kepuasan Layanan Eksternal
Stakeholders diisi oleh stakehoiders yang pemah mendapatkan
layanan BPKP pada masa tersebut.

Tabel 2.38. Target Indeks Kepuasan Layanan

| Tahun indikator Kinerja Target
L2020 70
2021 | | 73
—gg { indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPFKF | 75
2025 Provinsi Kalimantan Tengah | B0
2024 | : 81

B. Tantangan dan Permasalahan

Pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sangat
bergantung pada faktor-faktor kunci  keberhasilan. Faktor-fakior  kunci
keberhasilan tersebut dirumuskan dalam analisis lingkungan ekstemal dan
internal yang memengaruhi baik menguntungkan maupun merugikan. Analisis
lingkungan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opporfunities, dan Threats).
Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan
identifikasi potensi dan permasalahan pengawasan BPKP sedangkan analisis
lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan dalam pengawasan
EPKP. Hasil teknik analisis SWOT diuraikan sebagai berikut.
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1. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah antara

lain

a. Kesempatan pengembangan kompetensi melalui diklat/seminarfpelatihan
mandiri semakin besar, terutama saat ini sudah terdapat banyak
kemudahan pengambangan kompetens: melalui daring.

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah saat ini lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan
stakaholdars.

c. Seluruh auditor BPKP telah dibekal dengan minimal satu pelatihan dasar
penugasan BPKP msalnya dasar-dasar audit investigasi, SFPIP,
Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Desa, Badan Layanan Umum
Desa, Peningkatan Kapabilitas APIP serta pelatihan atas penugasan yang
sifatnya crash program

Permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

dalam pencapaian tujuan yaitu:

a. Komposisi dan kemampuan audior pada Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah masih belum idesl dan merata.

b. Penugasan yang dilaksanakan hingga saat ini belum seluruhnya mengacu
pada sasaran pada rencana strategis

c. Belum seluruh pengawasan yang dilaksanakan terdapal prosedur kerja
ataupun pedoman pelaksanaannya,

d. Pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh rendal terkadang tidak sesuai
dengan kondisi di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah,

e. Penugasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalmantan
Tengah berasal dari rendal dan terkadang bersifat mendadak.

f Perwakian BPKP Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya
memiliki profil auditan,

2. Peluang dan Tantangan

Peluang yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

a. Kepercayaan slakeholders atas kemampuan BPKF yang tercermin dari
banyaknya permintaan stakeholders dalam bidang keuangan negara dan
daerah.
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b.

Beberapa KementerianLembaga dan Pemerintah Daerah telah
menandatangani Memorandum of Undersftanding (Mol) dengan BPKP
sehingga memberikan jalan bagi Perwakilan BPKF Provinsi Kahmantan
Tengah untuk melakukan kerja sama lebih lanjut.

Tantangan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
antara lain:

d

Terdapat APIP/Lembaga lain yang memiliki kewenangan serupa dengan
BPKP

Kepercayaan stakeholders atas kemampuan BPKP belum sepenubnya
tercermin dalam komitmen stakeholders,

Kewenangan untuk melakukan kegiatan assurance bagi Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimanian Tengah saat i pada umumnya berdasarkan
permintaan dari stakeholders.

Selain menganalisa permasalahan dan tantangan dalam pengawasan BPKP,
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah juga menganalisa permasalahan

dan tantangan berkaitan dengan program dukungan manajemen. Permasalahan

dan tantangan dalam program dukungan manajemen dikelompokkan dalam
analisis faktor intermal dan eksternal yang diuraikan sebagai berikut.
1. Permasalahan Intemnal

a.
b.

Kurangnya kompetensi staf Tata Usaha dan silo mentalify.

Birokrasi yang tertutupitidak responsif terhadap tuntutan kebutuhan
pegawal

Rendahnya rasa memiliki program reformasi birokrasi dalam din pimpinan
dan staf Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Adanya tekanan pemenuhan target kinerja masing-masing sub bagian dan
pergantian perscnel,

Produk atau jasa layanan, cara pemberan layanan, layanan puma
laksana, dan integritas pember layanan BPKP belum sepenuhnya sesuai
dengan persepsi kebuluhan stakeholders sehingga kurang meningkatkan
reputasi BPKP

Komunikasi dan koordinasi Satgas SPIP dan Manajemen Risiko kurang
intensif dan optimal,

Penanganan monitoring dan evaluasi atas area of improvement fidak
berkelanjutan.
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2. Permasalahan Ekstemal

a. Program dan kegiatan di Bagian Tata Usaha tidak fokus dan terarah untuk
mencapai indeks RB.

b. Indikator area perubahan RB yang belum terscsialisasi dan terinternalisasi
kepada seluruh pegawai.

c. Perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan perubahan
prosedur namun tdak diimbangi dengan peningkatan kemampuan
personil yang menangani.

d. Kegagalan sistem aplikasi baik disebabkan gangguan jaringan maupun
human error.

C. Strategi

Berdasarkan analisis lingkungan yang telah dilakukan, Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah melaksanakan langkah-langkah untuk mencapai sasaran
sirategis BPKP. Berdasarkan polensi yang dimiliki disusuniah langkah-langkah
untuk meminimaksir permasalahan yang dihadapi serta optimalisasi peluang

yang dimiliki untuk menghadapi tantangan yang ada. Langkah-langkah tersebut
diuraikan dalam analisis strategi internal dan analisis strategi eksternal,
1. Strategi di Bidang Pengawasan

a Strategi Internal

1}

2)

3)

4)

5)

6)

7}

Memperbanyak akses dan kemudahan bagi pegawai untuk mengikuti
pelatihan/diklat/seminar pengembangan kKompetensi yang menunjang
dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan.

Mamberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan
pengalaman dengan membenkan penugasan yang lebin vanatf,
Penguatan masing-masing peran dalam tim uniuk meningkatkan
kualitas reviu berjenjang.

Mengusulkan penambahan personil untuk jenjang jabatan yang masih
kurang.

Pemantapan prosedur-prosedur pengawasan sehingga seluruh
pengawasan sesual standar

Meamberikan porsi lebih untuk masing-masing tim dalam memahami
proses bisnis mitra kerja

Menyusun bank data/peta auditan untuk mempermudah langkah
pencapaian target rencana strategis.
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b. Strategi Eksternal

1)

2}

3)

4)

Lebih memperkenalkan produk-produk pengawasan BPKP kepada
mitra kerja

Menjalin komunikasi dengan stakeholders secara berkala maupun
dalam masa pelaksanaan kegiatan pengawasan

Lebih  proaktif terhadap kebutuhan  siskeholders dengan
mengoptimalkan Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi
(KISS) terkail kebuluhan siskeholders dengan kemampuan
Perwakilan BPKP Provins Kalimantan Tengah.

Berkoordinasi dengan rendal terkait penugasan yang akan
dilaksanakan dalam wakiu dekat

2. Strategi di Bidang Dukungan Pengawasan
a_Strategi Internal

1)

2)

3)

4)

3}

6)

Penataan ketentuan-ketentuan internal seperi nota dinas, surat
edaran, surat keputusan agar kebijakan organisasi lebih efektif.
Penataan dan penguatan efisiensi dan efektivitas proporsi pegawai
tata usaha.

Pemberian layanan menggunakan teknologi yang lebih cepal, murah,
mudah, berkualitas, bersih, dan bebas dan korupsi.

Kolaborasi dan koordinasi antar sub bagian uniuk mempercepat
layanan yang diberkan,

Kewajiban transfer of knowledge untuk mengantisipasi jike terdapat
pergantian personil.

Pembangunan gedung kantor, peremajaan alat pengolah data,
komunikasi dan sarana prasarana perkantoran.

b. Strategi Eksternal

1)

2)

3

Melakukan manajemen perubahan sistem, pola pikir dan budaya kerja
menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi
Birokrasi

Intensifikasi networking dengan mitra kerja yang berkaitan, misainya
KPPN Palangka Raya, penyedia barang dan jasa maupun mitra kerna
lainnya.

Malakukan pengukuran reputasi setiap triwulan untuk memperoleh
masukan dari stakeholders sehingga dapat diketahui area of

improvement yang periu diperbaiki.
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4) Membentuk umit khusus atau kelompok kera SPIP dan Manaj@emen
Risike yang ferdiri dar setiap bidang/bagian secara ex officio yang
memiiiki tugas khusus untuk membangun budaya SPIP dan
Manajemen Risiko di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.
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pendanaan yang mendukung tercapainya sasaran-sasaran tersebut.

BAB llI
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

ada bab sebelumnya ielah divralkan tentang wisi, misi, dan tujuan BPKP
yang pencapaiannya diukur dar pencapaian sasaran stralegis dan sasaran
program. Bab ini menguraikan mengenai matriks kinerja dan kebutuhan

A. Matriks Kinerja dan Pendanaan
Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan sasaran program
BPKP, Perwakian BPKF Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan
kegiatan dengan masing-masing indikator sasaran kegiatan. Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 (satu) Kegiatan pada Program 06
(Program Pengawasan Pembangunan) dengan 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 1
{satu) Kegiatan pada Program 01 (Program Dukungan Manajemen Intemal)
dengan 6 (enam) Sasaran Kegiatan. Sasaran keglatan mencerminkan ouwfpuf
yang ingin dicapai cleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dari

pelaksanaan kegiatan pengawasan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pencapalannya, sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinena
Kegatan Di bawah ini disajikan matriks target kinerja sera pendanaan
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan
dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan:

Tateal 3.1
Matriks Kinerja dan Pendanaan

Perwakilan BPKP Provinsi Halimantan Tengah
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| ESAIRE ] oot ol () Target Prakiraan Alokas! [dalam juta rupieh)
Megiatan

Kagintan
||m:13: Indexs -
Eppuasan Ealimantan
it ey 10 73 78 ("] 01 1 | N |as |7 | M 166
- i [Pervakitan | : .S : —
| | TOTAL PRAKIRAAN ALOKASI 23.388|62.250 35604 27 468 :i.ﬂ:i-l?unl

Penjelasan tabel sebagai berkut;
1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan
a. Sasaran kegiatan - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Sasaran kegatan ini diukur ke dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan

(KK, yaitu:

1) IKK 1 . Nilai oplimalisasi penerimaan negaraldagrah

yang terealisasi
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar
Rp1.776.000.000,00 dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp4.238.000.000,00.

21 IKK 2 ¢ Potensi penerimaan  negaraidaerah  yang

dioptimalisasi
Target yang ditentukan sampai dengan fahun 2024 sebesar
Rp2.814.000.000,00 dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp4.238,000.000,00.

3) IKK 3 - Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah
Target yang ditentukan sampal dengan tahun 2024 sebesar
FEp591 589 000.000,00 dan prakiraan biays lotal untuk memenuhi
sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp2.731.000.000,00.

4) IKK 4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah
Target yang ditenfukan sampai dengan tahun 2024 sebesar
Rp226.000.000.000,00, dan prakiraan biaya total untuk memenuhi
sasaran kegiatan salama 5 tahun sebesar Rp669.000.000,00.

3) IKK 5 . Nilai penyelamatan pengeiolaan dana transfer
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar

Rp485.000.000,00, dan prakiraan biaya fotal untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp1056.000.000,00
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B) IKK & . Nilai penyelamatan pembiayaan daerah
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar
Rp242.000.000,00, dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama § tahun sebesar Rp70.000.000,00.

Sasaran kegiatan : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

FPembangunan Nasional

Sasaran kegiatan ini diukur ke dalam 5 (kma) Indikator Kinerja Kegiatan

(KK}, yaitu:

1) IKK 1 ' Jumiah Kegiatan Proritas (KP) yang diawasi
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 35 (tiga
puluh lima) kegiatan prioritas yang diawasi dan prakiraan biaya iotal
untuk memenchi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp825.000.000,00.

2) IKK 2 . Jumiah Kegiatan Prioritas (KF) yang tercapal

sasuai target
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 ssbanyak 35 (tiga
puluh lima) kegiatan pnoritas yang diawasi dan prakiraan biaya total
untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 ftahun sebesar
Rp825.000.000,00.
3) IKK3 - Jumlah program lintas sektoral pembangunan
daerah yang tercapal sesual target
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4 (empat)
prograrm lintas sektoral pembangunan daerah yang tercapai sesuai
target dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan
selama 5 tahun sebesar Rp28.000.000,00.
4) IKK 4 - Persentase desa yang diaudit kinerja dengan
hasil baik
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 50% desa yang
diaudt kinerja dengan hasil baik dan prakiraan biaya total unfuk
memenuhl sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp249.000.000,00.
5) IKK 5 . Persentase hambatan pelaksanaan
pembangunan yang diselesaikan
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 85% hambatan

pelaksanaan pembangunan dapal diselesaikan, dan prakirsan biaya
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total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rpd54.000 000,00,
c. Sasaran kegiatan - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas
Badan Usaha
Sasaran kegiatan ini diukur ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan
(KK, yaitu:
1) IKK 1 : Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya
baik
Target vang ditentukan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) BUMD
yang pengelolaan korporasinya baik dan prakiraan biaya ftotal untuk
memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp50.000.000,00,
2} KK 2 . Jumiah BUMD dengan kinerja sehat
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) BUMD
yang dievaluasi memiliki kinerja sehat dan prakiraan blaya total untuk
memenuhi  sasaran kegiatan selama 5 tahun  sebesar
Rp1.710.000.000,00.
3) IKK 3 . Jumilah BLUD dengan kinera sehat
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebanyak 2 (dua) BLUD yang
dievaluasi memiliki kinerja sehat dan prakirsan biaya total untuk
memenuhi  sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp550.000.000,00,
4) KK 4 Jumiah BUMDes yang mampu menyusun
laporan
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 41
(empat puluh satw) BUMDes mampu menyusun laporan dan prakiraan
biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp91.000.000,00
d. Sasaran kegiatan . Meningkainya Pengawasan Pembangunan atas
Efekfivitas Pengendalian Korupsi
Sasaran kegiatan ini diukur ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan
(KK}, yaitu:
1) IKK 1 . Persentase hasil pengawasan represif yang
dimanfaatkan/ditindaklanjuh
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 100% hasil

pengawasan represif dimanfaatkan/ditindaklanjuti dan prakiraan biaya
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total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp66S.000.000,00.
2) IKK 2 - Persentase hasil pengawasan preventif dan
edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar 80% hasil
pengawasan preventif dan edukatif dimanfaatkan/ditindaklanjuti dan
prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran keglatan selama 2 tahun

sebesar Rp619.000 000,00
3) IKK 3 - Jumiah pemda dengan efektivitas pengendalian
korupsi baik

Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak ©
(sembilan) pemenntah daerah yang memiliki efektivitas pengendalian
korupsi baik dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp331.000.000,00.
4) |KK 4 . Jumlah badan usaha dengan efekiivitas
pengendalian komupsi baik
Target yang ditentukan sampai dengan fahun 2024 sebanyak 4 {(empat)
badan usaha yang memiliki efekiivitas pengendalian korupsi baik, dan
prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun
sebesar Rp164.000.000,00.
e. Sasaran kegiatan : Meningkalnya Pengawasan Pembangunan alas
Kualitas Pengendalian Intern K/IL/P/BU
Sasaran kegiatan ini diukur ke dalam 13 (tiga belas) Indikator Kinera
Kegiatan (IKK), yaitu:
1) IKK 1 . Jumiah APIP K/L/Pemda dengan Kapabiltas
APIP = Level 3
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 13 (tiga
belas) APIP memiliki level Kapabilitas APIP z Level 3 dan prakiraan
biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp4&7.000.000,00
2) KK 2 - Jumlah K/U/Pemda dengan Maturtas SPIP =
Level 3
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 15 (ima
belas) pemerintah daerah memiliki level maturitas SPIP = Level 3 dan
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prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 3 tahun
sebesar Rp1.189.000.000,00,

3 IKK 3 : Jumiah pemda provinsi dengan MRI 2 Level 3
Target yang ditentukan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah memiliki MRl = Level 3 dan prakiraan biaya total
untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tfahun sebesar
Rp77.000.000,00,

4) IKK 4 . Jumiah pemda kab/kota dengan MRI = Level 3
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh)
pemerintah kabupaten/kota memiliki MRI z Level 3 dan prakiraan biaya
total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 lahun sebesar
Rp&38.000.000,00.

5) IKK 5 - Persentase jumiah pemda yang akuntabel dalam

pengelolaan keuangan dan kinera daerah
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar 60% atau
sebanyak © (sembilan) pemerintah daersh yang akuntabel dalam
pengelolaan keuangan dan kinerja daerah serta prakiraan biaya total
untuk memenuhl sasaran kegiatan selama 5 ishun sebesar
Rp219.000.000,00.
B) IKK & - Tersedianya rekomendasi strategis (palicy bref )
kepada provinsifkabupaten/kota
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1 (satu)
rekomendasi strategis (policy brief) yang bisa diberkan kepada
provinsikabupaten/kota dan prakiraan biaya fotal untuk memenuhi
sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp82.000.000,00

7} KK 7 . Persentase jumlah desa yang menyusun |laporan

pertanggungjawaban keuangan desa
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar 36,57%
desa atau 817 (delapan ratus tujuh belas) desa di Provinsi Kalimantan
Tengah yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa
dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5
tahun sebesar Rp367.000.000,00.
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8) IKK 8 - Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset

9)

desa secars memadai
Targel yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 313
(tiga ratus tiga belas) desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang
menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai dan prakiraan
biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp367.000.000,00.
KK 9 : Jumiah APIP vyang mengimplementasikan
Siswaskeudes
Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 8
(delapan) APIP yang mengimplemeniasikan Siswaskeudes dan
prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5
fahun sebesar Rp148.000.000,00.

10) IKK 10 . Jumlah BUMD dengan MRI = Level 3

Target yang ditenlukan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) BUMD
yang memiiki MRI = Lewvel 3 dan prakiraan biaya total untuk
memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp1.140.000.000,00.

11) IKK 11 - Jumiah BLUD dengan MRI = Level 3

Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4
(empat) BLUD yang memiliki MRI = Level 3 dan prakiraan biaya total
untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 fahun sebesar
Rp367.000.000,00,

12) IKK 12 . Jumlah BUMD dengan kapabilitas Satuan

Pengawasan Intem = Level 3
Target yang ditentukan pada tshun 2024 sebanyak 1 (satu) BUMD
dengan kapabilitas Satuan Pengawasan Intem 2 lLevel 3 dan
prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegatan selama 5
tahun sebesar Rp50.000.000,00.

13) IKK 13 . Jumlah BLUD dengan kapabilias Satuan

Pengawasan Intem = Level 3
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) BLUD
dengan kapabilitas Satuan Pengawasan Intem = Level 3 dan
prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegatan selama 5

tahun sebesar RpS50.000,000,00.
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2. Kegiatan Dukungan Pengawasan
Sasagran kegiatan = Meningkatnya kualitas |layanan ketatausahaan

perwakian
Sasaran kegiatan ini diukur ke dalam 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK), yaitu:
a KK 1 ¢ Skor Zona Integritas

Target skor Zona Integritas yang ditentukan pada tahun 2024 mencapai
nilai 79 dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama
5 tahun sebesar Rp1.085.000.000,00.

KK 2 - Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan

kompetensi
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 100% diingkatkan
kompetensinya dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan
selama 5 tahun sebesar Rp196.8947.000,00.

. IKK 3 . Perseniase administrasi SDM yang diselesaikan

tepat waktu
Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 100% administras: SDM
diselesaikan tepat wakiu dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama 5 tahun ssbesar Rp798.348.000,00.

KK 4 . Persentase penyusunan RKA tepat waktu

Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 100% Rencana Kerja dan
Anggaran disusun tepat waktu dan prakiraan biaya total untuk memenuhi
sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp290 000 000,00

KK 5 . Skor IKPA Perwakilan

Target skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang ditentukan pada
tahun 2024 mencapai nilai 30 dan prakiraan biaya total untuk memenuhi
sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp290.000.000,00.

IKK & - Persentase SPM yang terbit tepat waktu

Target yang ditentukan pada tahun 2024 sebesar 95% Surat Perintah
Membayar [SPM) terbit tepat waktu dan prakiraan biaya total untuk
memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp280.000.000,0C,

KK T . Persentase penyusunan LK sesual SAP

Target yang ditentukan sampai dengan tahun 2024 sebesar 100% laporan
keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuniansi Pemenntahan dan
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prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun
sebesar Rp290.000.000,00,

KK 8 . Nilai Pengelolaan BMN Perwakilan

Target yang ditentukan pada tahun 2024 yaitu barang miik negara dalam
kondisi baik dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran kegiatan
salama 5 tahun sebesar Rp58,703.629,000,00.

I, IKKS : Nilai SAKIP Perwakilan

Target nilai SAKIP Perwakian BPKP yang ditentukan pada tahun 2024
mencapai nilai B4 dan prakiraan biaya total untuk memenuhi sasaran
kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp138.165.000,00.

. KK 10 . Maturitas SPIP perwakilan

Target Maturitas SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang
ditentukan pada tahun 2024 vaitu mencapai level 4 dan prakiraan biaya
total untuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun Sebesar
Rp51.725.500,00.

. IKK 11 - Indeks MR unit kerja perwakilan

Target indeks manaemen risiko Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah pada tahun 2024 yaitu mencapai level 4 dan prakiraan biaya total
untuk memenuhi sasaran kegiatan selama § tahun sebesar
RpS51.725.500,00,

KK 12 . Indeks kualitas layanan ketatausahaan perwakilan
Target indeks kualitas layanan ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mencapai nilai 82 dan prakiraan biaya
total wuniuk memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar
Rp92.601.953.000,00

. IKK 13 Indeks kepuasan layanan perwakilan

Target indeks kepussan layanan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah pada tahun 2024 mencapai nilai 81 dan prakiraan biaya total untuk
memenuhi sasaran kegiatan selama 5 tahun sebesar Rp165.686.000,00

. Beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ftidak mempunyal targst
outcome memiliki prakiraan alokasi, yaitu SK 3 IKK 1, SK 4 |[KK 3 dan IKK 4,
sarta SK 5 IKK 3, IKK 8, IKK 10, IKK 11, IKK 12, dan IKK 13. Perwakilan
BEPKP Provinsi Kalimantan Tengah berencana untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan seperti kegiatan asistensi dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk
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B. Kebutuhan Pendanaan

mendukung pencapaian target oufcome untuk masing-masing |KK yang telah
disebutkan di atas hingga tahun 2024,

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kebutuhan dana organisasi dalam
rangka mencapai sasaran strategisnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Di dalam
memproyeksikan kebutuhan dana, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah mempertimbangkan sumber dana yang diperoleh serta target program
yang telah ditetapkan. Sumber dana untuk pemenuhan target kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Rupiah Mumi yang disajikan

dalam tabel di bawah ini:

: ' Ftu

Tabel 3.2
Prakiraan Maju Anggaran
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

per Sumber Dana Tahun 2020-2024

+ Pengawasan 3.283 4.569 4961| 5256| 58652
« Uumpn 20105 | 57.681| 30843| 22212 24.320
| Pengawasan
i TOTAL 23.388 62.250 35.604  27.468 29.972
Keterangan:
*Penghitungan prakiraan maju menggunakan asumsi tingkat inflasi sebesar 1,5%-
10% per tahun,
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Sirategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-
2024 adalah bagian konlribusi peran, tugas, dan tangung jawab yang akan diemban
Perwakilan BPKF Kalteng dalam mendukung Visi BPKF 5 lahun kedepan. Dokumen
tersebut menjadi acuan Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah dalam malaksanakan
Strategi, Langkah-langkah, Program dan Kegiatan dalam upaya merealisasikan visi,
melaksanakan misi dan mencapal tujuan BPKP.

Tantangan kebutuhan akan pengswasan dan konsultansi serta rekomendasi bagi
pemenntah yang semakin menuniut kecepatan dan focus tinggi, sera tantangan
bangsa yang ferus meningkat dalam persaingan global, BPKP mengikatkan visi
BPKP 2020-2024 dengan Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 sehingga
berbunyi:

{f

Menjadi Auditor Internal Permerintah Berkelos Dunia dan Trusted Advisor

Pemerintah untuk Iﬂe-.rr.:n'rq#r_';:kun Good Governance Sektor Publik dalam

rangka Mewujudkan Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
Moju yaong Berdaoulot, Mandiri, don Berkepribodian berlandoskan

l:ni.lh.'rJ-E.' J-!r.l]-r.ul-':; l’ )

Seluruh elemen dalam BPKP menjadi bagian dalam gotong royong perumusan dan
pelaksanaan strategi-program-kegiatan yang dilaksanakan. Memberikan nilai tambah
dalam pelaksanaan lugas-tugas BPKP sehingga membenkan nilai tambah dalam
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebin baik.

Semoga Tuhan membimbing fiap langkah kita dalam upaya menjawab mengemban

tugas dan tantangan kedepan sehingga dapat membenkan manfaal dan kontribusi
nyata bagi Bangsa dan Megara.
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